Menimbang

Mengingat

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan konfirmasi
status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu
oleh pemerintah daerah ;

. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dari

penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap
pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di
Kabupaten Karimun wajib mendaftarkan diri pada Kantor
Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada
Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten
Karimun.

. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara
Elektronik  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden  Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan
Kemudahan Berusaha;

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 126);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan
Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 935);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daeran Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2019 Nomor 59).

Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017
Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Bupati adalah Bupati Karimun.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Organisasi
Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan

OFrODN R

Pajak Daerah.



10.

11.

12.

13.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar pajak,
Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWWP adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani
pelayanan publik tertentu.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Kabupaten Karimun dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSWP adalah :

a.

b.

C.

menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi
pendapatan daerah;

untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Pajak Daerah dan
Dana Bagi Hasil; dan

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



BAB il
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

() KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah sebelum memberikan Layanan
Publik Tertentu.

() KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang memberikan Layanan

Publik tertentu terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat
Jenderal Pajak dan/atau Bapenda; dan

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau

Bapenda.

(3 Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
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izin usaha perdagangan;

izin usaha toko swalayan;

Izin usaha pusat perbelanjaan;

tanda daftar gudang;

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
tanda pendaftaran waralaba;

izin usaha kawasan industri;

izin usaha industri;

tanda daftar usaha pariwisata;

izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
izin lembaga pelatihan kerja;

izin apotik;

izin toko obat;

izin usaha mikro obat tradisional;

izin toko alat kesehatan;

izin perusahaan rumah tangga, alat kesehatan dan perbekalan rumah
tangga;

izinoperasional Klinik;

izin operasional laboratorium klinik umum pratama;
izin mendirikan rumah sakit;

izin operasional rumah sakit;

sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;

izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa
penyakit;

izin penyelenggaraan angkutan orang;

izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;



y. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;

aa. izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;
bb. izin mendirikan bangunan;

cc. izin usaha jasa konstruksi /atau tanda daftar usaha perorangan;
dd. izin lokasi;

ee. izin lingkungan;

ff. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup;

gg. izin pembuangan air limbah;

hh. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha
jasa,;

il. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
untuk penghasil;

jJ.  izin usaha perikanan;

kk. izin usaha perkebunan;

N izin usaha hortikultura;

mm. izin usaha peternakan;

nn. izin usaha tanaman pangan;

00. pendaftaran usaha budidaya hortikultura;

pp. pendaftaran usaha perkebunan;

gg. pendaftaran usaha peternakan;

Irr.  pendaftaran usaha tanaman pangan;

ss. izin pendirian program atau satuan pendidikan; dan

tt. izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal.

N

(4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama memberikan pendampingan dalam
pelaksanaan KSWP pada Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah yang menangani Layanan Publik Tertentu dalam melakukan
KSWP melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani Layanan
Publik Tertentu dan terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat
Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang menangani Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Bapenda dapat
memberikan Keterangan Status valid atau tidak valid.
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Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi
ketentuan :

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi
Direktorat Jenderal Pajak; dan

b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua)
Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterangan Status Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Bapenda yang
memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
hal Wajib Pajak telah melakukan pelunasan Pajak Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
maka Perangkat Daerah dapat memberikan Layanan Publik tertentu
sepanjang memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perangkat
Daerah.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan Keterangan Status Wajib
Pajak yang memuat status tidak valid, maka tidak dapat diberikan Layanan
Publik tertentu.

Pasal 7

Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status
Wajib Pajak ke KPP Pratama dan/atau Bapenda dengan melampirkan
Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 25 September 2020

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETA H KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 55



